PUTUSAN
Nomor 449/PDT/2026/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata
pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini

dalam perkara antara:

BUDI SANTOSO ALIAS RADEN BOEDI SANTOSO, NIK

3372012204540002, tempat dan tanggal lahir Surakarta,
22 April 1954, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 360,
RT 02 RW 06, Kelurahan Penumping, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Indonesia.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi
Setiawan S.H., M.H., dan Dr. Ariy Khaerudin, S,H., M.H.
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
AS N Partner’'s yang beralamat di Jalan Veteran Nomor
341 Tipes, Serengan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Indonesia, email asnpartners.lawofficer@gmail.com
telepon / whatsapp 085106033366. berdasarkan surat
kuasa tanggal 6 Juli 2026 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal
6 Juli 2026 Nomor 704, untuk selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, yang beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa
Tengah, Indonesia 57133.
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Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeni
Apriliawati, S.H., M.P.S., M.Eng., Veky Novian Sasono,
S.H., Fetty Puspita Sari, S.H., Tri Wulan Dwi Handayani,
S.H., Ardyanto Imam Wicaksono, S.H., Muhammad Arif
Fauzi, S.H., Zaky Baswendra Wibhawa, S.H., M.H., dan
Cynthia Dewi Kusumastuti, S.H., Aparatur Sipil Negara
pada Pemerintah Kota Surakarta, beralamat di Jalan
Jendral Sudirman Nomor 2 Surakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor B/100.3.11/1836 tanggal
21 Juli 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Juli 2026
Nomor 779, sebagai Terbanding | semula Tergugat |;

2. KEPALADINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA, yang beralamat
di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 57111, sebagai
Terbanding Il semula Tergugat Ii;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut telah :

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah Nomor 449/PDT/2026/PT SMG tanggal 5 Agustus 2026 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 449/PDT/2026/PT SMG tanggal
5 Agustus 2026;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang perkara
Nomor 449/PDT/2026/PT SMG tanggal 5 Agustus 2026;

Membaca berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri
Surakarta Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt tanggal 25 Juni 2026 tersebut;
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TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt tanggal 25 Juni 2026, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat |;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara
Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt;

DALAM REKONPENSI
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan
Rekonpensi perkara Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt

DALAM KONPENSI-REKONPENSI
Menghukum Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemmohonan Banding Elektronik  Nomor
34/Pdt.Bd/2026/PN Skt Jo. Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt tanggal 7 Juli 2026
yang diajukan oleh Advokat Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pihak Lawannya secara
elektronik pada tanggal 8 Juli 2026;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding
Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Juli 2026 yang diterima secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta dan
disampaikan kepada Pihak Lawannya secara elektronik masing-masing pada
tanggal 13 Juli 2026;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas
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perkara secara eletronik, yakni masing-masing pada tanggal 13 Juli 2026
sebelum berkasnya dikirim ke tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Advokat Pembanding
semula Penggugat, telah diajukan secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2026,
kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor
34/Pdt.Bd/2026/PN Skt Jo. Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt (e-Court) tanggal
7 Juli 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
95/Pdt.G/2026/PN Skt tanggal 25 Juni 2026, maka permohonan banding
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-
undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa di dalam memori banding yang diajukan Advokat
Pembanding semula Penggugat nenyatakan bahwa putusannya mengandung
kekeliruan dalam penerapan hukum, keliru memahami obyek sengketa dan
tidak mempertimbangkan secara utuh dalil hukum gugatan yang pada
pokoknya Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik obyek rumah yang
telah termasuk bangunan yang memenuhin kreteria cagar budaya sesuai
keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta yang untuk
mempertahankannya dengan tidak merubah fisik dan tidak memanfaatkan
secara komersial namun tetap dikenakan Pajak bumi dan bangunan dengan
tanpa diberikan konpensasi maupun insentif dari Para Terbanding semula
Para Tergugat adalah menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula
Penggugat sehingga perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan alasan
sebagai berikut:

- Bahwa putusan hanya memuat kesimpulan tanpa memuat alasan

dan dasar hukum dan hakim wajib mengadili keseluruhan gugatan
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secara profesional agar memenuhi rasa kepastian hukum dan dapat
dipertanggungkan secara yuridis;

tidak menuntut pembatalan Keputusan Kepala DTRK (DINAS TATA
RUANG KOTA);

tuntutan diajukan atas dasar hubungan keperdataan sehingga
keradaan Pemerintah Kota surakarta sebagai Terbanding semula
Tergugat tidak otomatis merubah karakter gugatan menjadi diluar
kewenangan pengadilan negeri;

Putusan mengabulkan kompetensi absulut tidak mengidentifikasi
gugatan adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum;

bahwa putusan telah menerima dalil Para Terbanding semula Para
Tergugat adalah memasuki pokok perkara sebagai dasar menerima
eksepsi kompetensi absulut adalah bertentangan dengan asas adil,
seharusnya eksepsi ditolak karena telah memasuki pokok perkara;
putusan menilai terlalu dini mengenai pokok perkara tanpa
pembuktian, dan tanpa menilai akibat hukum perbuatan Para
Terbanding semula Para Tergugat yang melahirkan hubungan
hukum pada Pembanding semula Penggugat, pertanggungjawaban
keperdataan atas kerugian dari Pembanding semula Penggugat
tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri dengan menerapkan
hasil rumusan Kamar Mahkamah Agung secara utuh;

Hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
mengajukan alat bukti bukan menghentikan pada tahap eksepsi
sebagai tindakan yang prematur yang menghilangkan hak untuk
memperoleh pemeriksaan secara penuh;

Bahwa putusan cacat hukum karena tidak beralasan hukum karena
tidak jelas hubungan faktanya, tidak mempertimbangkan alat bukti
dan dalil para pihak menjadi batal;

Berdasarkan seluruh uraian, alasan hukum, doktrin, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan dalam memori

banding ini, Pembanding dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua
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Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding semula
Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
95/Pdt.G/2026/PN Skt tertanggal 25 Juni 2026;

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk
melanjutkan memeriksa dan/atau mengadili Nomor 95/Pdt.G/2026/PN
Skt.

SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas memori Bandingnya Pembanding tersebut
Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori

banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt tertanggal
25 Juni 2026, memori banding yang diajukan Advokat Pembanding semula
Penggugat, Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan

sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah
mengenai kepemilikan rumah yang telah ditetapkan sebagai bangunan yang
memenuhi kreteria sebagai cagar budaya oleh Keputusan Kepala Dinas Tata
Ruang Kota Surakarta Nomor 646/40/1/201, dan untuk menjaga dan

memeliharanya meskipun ada janji mendapat kompensasi yang tidak terealisir
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dan walaupun ada penawaran untuk lahan bisnis Pembanding semula
Penggugat tidak merealisimya;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Pembanding semula
Penggugat mendalilkan dengan mengacu ketentuan ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa Pembanding
semula Penggugat sebagai pemilik dan yang menguasai bangunan rumah
cagar budaya yang telah melindungi cagar budaya berhak atas kompensasi
dan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan ternyata
Pembanding semula Penggugat masih ditagih untuk membayar Pajak Bumi
dan Bangunan yang nilainya tinggi, sehingga Para Tergugat yang tidak
memberikan kompensasi dan insentif Pajak Bumi dan bangunan melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula
Penggugat agar Para Terbanding semula Tergugat dihukum membayar
kerugian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya setelah mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan
mengadili absolut dari Terbanding | semula Tergugat |, berdasarkan Pasal
1 angka (3) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2029
bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan sengketa
tindakan pemerintah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang administrasi
pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat negara atau
penyelenggara negara akibat tindakan pemerintahan sebagaimana yang
didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya Para
Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
karena tidak menindaklanjuti penetapan bangunan rumah Pembanding
semula Penggugat sebagai memenuhi kriteria cagar budaya dengan tidak
menindaklanjuti memberikan kompensasi dan insentif pajak bumi dan

bangunan sehingga merugikan Pembanding semula Penggugat;
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Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
telah mempertimbangkan menerima eksepsi kewenangan absulut dari
Terbanding | semula Tergugat | tersebut adalah berdasarkan Pasal 134 HIR
bahwa jika persilisihan tersebut tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri,
maka pada setiap wakiu dapat diminta hakim menyatakan tidak berwenang,
dan bagi hakim wajib karena jabatannya;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut telah sesuai dengan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis
Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Il Edisi 2007 halaman 53
bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang
meskipun tidak ada eksepsi yang dapat dilakukan pada setiap tahapan
pemeriksaan, namun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum
sesuai dengan pedoman Tehnis yang apabila eksepsi absulut diterima
diputuskan sebagai putusan akhir dengan amar menerima eksepsi Tergugat
dengan menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili
perkaranya sehingga Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi Putusan akhir dengan amar
seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula
Penggugat dalam memori bandingnya bahwa Hakim telah keliru menerapkan
hukum, keliru memahami obyek sengketa dan tidak mempertimbangkan
secara utuh dalil hukum gugatan hanya memuat kesimpulan tanpa memuat
alasan dan dasar hukum dalam mengadili secara profesional, dimana gugatan
tidak menuntut pembatalan Keputusan, tetapi atas dasar hubungan
keperdataan sehingga tidak otomatis merubah karakter gugatan menjadi
diluar kewenangan pengadilan negeri, menerima dalil eksepsi dengan
memasuki pokok perkara sebagai bertentangan dengan keadilan, seharusnya
eksepsi ditolak karena telah memasuki pokok perkara, penilaian pokok
perkara tanpa pembuktian, tanpa menilai perbuatan hukum
pertanggungjawaban keperdataan tetap menjadi kewenangan pengadilan
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negeri, dengan tidak memberikan kesempatan untuk pengajuan alat bukti
sebagai hak untuk memperoleh pemeriksaan secara jelas hubungan faktanya
menjadikan batalnya putusan, adalah alasan keberatan yang tidak didukung
fakta di persidangan dimana putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
95/Pdt.G/2026/PN Skt tanggal 25 Juni 2026 telah dipertimbangkan dengan
alasan dan dasar hukum yang berlaku dan belum memasuki pokok perkara
oleh karena pokok gugatan merupakan sengketa tindakan pemerintah sesuai
dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha
Negara yang telah diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun
2009 bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara, dengan tidak mempunyai alasan hukum keberatan dalam memori
bandingnya Pembanding semula Penggugat maka keberatan tersebut
haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt
tertanggal 25 Juni 2026 telah diputuskan berdasarkan pertimbangan yang
tepat dan benar sesuai fakta dan alasan serta dasar hukum yang berlaku
dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan
dalam mengadili pada tingkat banding untuk mempertahankannya Majelis
Hakim Banding dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt tertanggal 25 Juni 2026 dalam putusan sela
menjadi putusan akhir dengan merubah amar putusan menjadi amar
sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak
yang oleh karena pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili
perkaranya maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, Pasal 50
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar
Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dan peraturan-peraturan lain

yang bersangkutan;
MENGADILL

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
95/Pdt.G/2026/PN Skt tertanggal 25 Juni 2026, yang dimohonkan
banding tersebut sehingga amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat |;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili
perkara gugatan Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026
oleh Winarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.
dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
masing-masing Hakim Anggota tersebut tersebut, serta Elsya Roni Rohayati,
S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikiim secara
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elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada

hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD
Ari Jiwantara, S.H., M.Hum, Winarto, S.H.
TTD

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Elsya Roni Rohayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Redaksl...... v i : Rp 10.000,00
2. Meteral . .-c...ueesissississ : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan............. . Rp130.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah JL Medan Merdeka Ulara No.8 - 13

Parnilera Tingkal Banding Telp.: (021) 3343348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
R. Seno Soeharjono Santeso S.H., M.H. - 186802281892031002 Emait info@@mahkamahagung.go.id
Digital Signature www.mahkamahagung go id

Keterangan :

- Saknan sesuai dengan aslinya,

- Suratidokurnen Inl tidak memertukan tanda tangan basah karena telah ditandatanganl secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elekironigy
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Baki Sertifikasi Elekironik (BSrE) BSSN



